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ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan UUK istilah outsourcing
terdapat dalam pasal 64 yang menyatakan bahwa “Perusahaan dapat menyerahkan
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian
pemll)prongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara
tertulis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum
mengatur tentang karyawan outsourcing dan mengetahui hak dan kewajiban
karyawan oufsourcing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021
tentang Perjanjian Kerja, Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu
Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Penulisan ini dilakukan dengan metode “Yuridis Normatif’ atau studi
kepustakaan dimana penulis mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan
pustaka yang bersumber dari buku-buku, dan dokumen-dokumen serta peraturan-
peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Simpulan Kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi,
yaitu segi yuridis dan dari segi sosial ekonomis. Dari segi sosial ekonomis,
pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya
tindakan sewenang-wenang dari pengusaha. Bentuk perlindungan yang diberikan
pemerintah adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang mengikat

pekerja/buruh dan majikan, mengadakan pembinaan, serta melaksanakan proses
hubungan industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang
berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu se’oehm, selama, dam
sesudah masa kerja. Konsep Hak dan Kewajiban Qutsoursm!g Menurut .Undang~
Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dimana P(:.uanjlan Kerja Waktu
Tertentu (PKWT), sistem pengupahan, kesclamatan kerja, dan mekanisme-
mekanisme perjanjian lain telah tertera tanpa merugikan tenaga kerja dan tetap
melindungi hak-hak para tenaga kerja. Dalam ux_xda_r}g-undang tersebut juga tidak
adanya penyimpangan terkait tentang perjanjian km':!a, upah, o s
perjanjianperjanjian lain, dapat dikatakan tidak bermasalah jika segala perjanjian
tersebut dijelaskan diawal masa perjanjian dan tidak adanya unsur penipuan
didalamnya. 5
5 ngomcndasi perlu disusun suatu peraturan pelaksana yang dxda:?:qn 6
mengatur  secara tegas tentang kualifikasi dari suatu  pekerjaan
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A.

hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka d

BAB I\
PENUTUP
Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode-metode dan analisis

apat ditarik kesimpulan sebagai

bernikut;

1

Kebijakan Hukum yang Mengatur Tentang Karyawan Outsourcing adalah
Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah adalah dengan membuat
peraturan-peraturan  yang mengikat pekerja/buruh  dan majikan,
mengadakan pembinaan, serta melaksanakan proses hubungan industrial.

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalal: segala hal yang berhubungan
dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah
masa kerja. Konsep Hak dan Kewajiban Outsoursing Menurut Undang-
Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Dimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sistem pengupahan,
keselamatan kerja, dan mekanisme-mekanisme perjanjian lain telah tertera
lanpa merugikan tenaga kerja dan tetap melindungi hak-hak para tenaga
kerja. Dalam undang-undang tersebut juga tidak adanya penyimpangan
'erkait tentang perjanjian kerja, upah, maupun perjanjianperjanjian lain,
dapat dikatakan tidak bermasalah jika segale perjanjian tersebut dijelaskan

_ 3 £ .
diawal masa perjanjian dan tidak adanya unsur penipuan didalamny
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